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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

bo
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Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang cagar budaya.

Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya
disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang
karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan
keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau
yang karena penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi.

Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat
BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi
Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki
kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan
energi, air, dan sumber daya lainnya melalui
penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan
klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

5. Bangunan . . .
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat
RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang
laut.

Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya
disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang
ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola
pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem
manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam
rangka menjamin terwujudnya keselamatan
konstruksi.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik
berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan
proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan
Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan
informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

49, Standar . . .
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S54. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

55. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

56. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah
standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.

97. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

58. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
b Standar Teknis;
C.  proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d sanksi administratif;

peran Masyarakat; dan

eI ¢

pembinaan.

BABII. .
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BAB 11

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

fungsi Bangunan Gedung; dan

klasifikasi Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Fungsi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan
pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi
tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan
Bangunan Gedung.

Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. fungsi hunian;

b. fungsi keagamaan;

c. fungsi usaha;

d. fungsi sosial dan budaya; dan
e. fungsi khusus.

Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung
dapat berupa fungsi campuran.

(4) Fungsi . .
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Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.

Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang
diprioritaskan pada Bangunan Gedung.

Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan
Gedung.

Paragraf 2

Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 5

Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai
tempat tinggal manusia.

Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama
sebagai tempat melakukan ibadah.

Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf ¢ mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan usaha.

Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi
utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan
budaya.

Fungsi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6. . .
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Pasal 6

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) merupakan Bangunan Gedung yang
dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan
berusaha.

Pasal 7

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif
terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.

(2) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi
yang digabung.

Pasal 8

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus
didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan
RDTR.

(2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi
Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata
ruang.

Bagian Ketiga

Penetapan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 9

(1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan:

a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;

c. tingkat . . .
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tingkat risiko bahaya kebakaran;

a o

lokasi;

e. ketinggian Bangunan Gedung;

f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
g. klas bangunan.

Klasifikasi ~ berdasarkan  tingkat  kompleksitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung
tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Bangunan Gedung permanen; dan
b.  Bangunan Gedung nonpermanen.

Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko
kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan
tingkat risiko kebakaran rendah.

Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di
lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan
Bangunan Gedung di lokasi renggang.

Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung
pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi,
Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan
Gedung bertingkat rendah.

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan
Bangunan Gedung selain milik negara.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Penentuan Kklasifikasi berdasarkan ketentuan klas
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf g dibagi menjadi:

klas 1;
klas 2;
klas 3;
klas 4;
klas 5;
klas 6;
klas 7;
klas 8;
klas 9; dan
j- klas 10.

Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya
insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan
gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya,
dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan
bangunan utamanya.

SR o™ 0o a0 TP

[
.

Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamalk,
dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan
Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

Pasal 11

Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam PBG, SLF, dan
SBKBG.

Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau
klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib
mengajukan PBG perubahan.

Bagian . . .
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Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 12

(1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan
fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

pembekuan PBG;
pencabutan PBG;
pembekuan SLF Bangunan Gedung;

5o oo

pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau

b

perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

BAB III
STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13
Standar Teknis meliputi:

a. standar . . .
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standar perencanaan dan perancangan Bangunan
Gedung;

standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi
Bangunan Gedung,;

standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;

standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
ketentuan Penyelenggaraan BGFK;

ketentuan Penyelenggaraan BGH;

ketentuan Penyelenggaraan BGN;

ketentuan dokumen; dan

ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Bagian Kedua

Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

a.
b.

C.

SK No 087017 A

ketentuan tata bangunan;
ketentuan keandalan Bangunan Gedung;

ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di
dalam tanah, dan/atau air; dan

ketentuan desain prototipe/purwarupa.

Paragraf . . .
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Paragraf 2

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 15

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. ketentuan arsitektur Bangunan Gedung; dan

b. ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan
Gedung.

Pemenuhan terhadap ketentuan tata bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang
fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

Pasal 16

Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penampilan Bangunan Gedung;
b. tata ruang dalam;

c. keseimbangan, keserasian, dan Kkeselarasan
Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan

d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai
sosial budaya setempat terhadap penerapan
berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang
dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk,
karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di
sekitarnya.

(3) Penampilan . . .
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Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar
budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan
ketentuan tata bangunan terutama persyaratan
arsitektur pada kawasan BGCB.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah
arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk
suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat
publik.

Pasal 17

Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan
fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan
keandalan Bangunan Gedung.

Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi
dan efektivitas tata ruang dalam.

Pertimbangan arsitektur Bangunan Gedung
diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam
terhadap kaidah arsitektur Bangunan Gedung secara
keseluruhan.

Pasal 18

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Bangunan Gedung dengan lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf ¢ harus mempertimbangkan terciptanya ruang
luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau yang
seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar
Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam pemenuhan ketentuan daerah resapan, akses
penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia,
serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana
di luar Bangunan Gedung.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan
klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntukan
dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ketentuan peruntukan Bangunan Gedung; dan
b. ketentuan intensitas Bangunan Gedung.

Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam KRK.

KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
pada RDTR dan/atau RTBL.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus
menyediakan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Masyarakat secara elektronik.

Pasal 20

Ketentuan peruntukan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf a merupakan kesesuaian fungsi Bangunan
Gedung dengan peruntukan pada lokasinya
berdasarkan RDTR dan/atau RTBL.

Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus
mengikuti ketentuan peruntukan yang ditetapkan
dalam RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 21

Ketentuan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan
pemenuhan terhadap:

a. kepadatan . . .
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a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan
b. jarak bebas Bangunan Gedung.

Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus
mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung
yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 22

Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf a meliputi:

a. KDB;
b. KLB;
C. KBG;
d. KDH; dan
e. KTB.

Penentuan besaran kepadatan dan ketinggian
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan:

aspek daya dukung lingkungan;
aspek keseimbangan lingkungan;

aspek keselamatan lingkungan;

a o o op

aspek keserasian lingkungan; dan
e. aspek perkembangan kawasan.

Penentuan besaran kepadatan dan ketinggian
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengikuti ketentuan penetapan dalam RDTR
dan/atau RTBL.

Pasal 23

Ketentuan  jarak  bebas Bangunan  Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf b meliputi:

a. GSB;
b.jarak . ..
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b. jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan
c. jarak antar-Bangunan Gedung.

Penentuan besaran jarak bebas Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:

a. aspek keselamatan terkait proteksi kebakaran;

b. aspek kesehatan terkait sirkulasi udara,
pencahayaan, dan sanitasi;

c. aspek kenyamanan terkait pandangan,
kebisingan, dan getaran;

d. aspek kemudahan terkait aksesibilitas dan akses
evakuasi;

e. aspek keserasian lingkungan terkait perwujudan
wajah kota; dan

f. aspek ketinggian Bangunan Gedung yang
ditetapkan dalam ketentuan intensitas Bangunan
Gedung.

Pasal 24

RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata
bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota dan/atau RDTL wilayah
perkotaan, digunakan dalam pengendalian
pemanfaatan ruang suatu kawasan dan panduan
rancangan kawasan atau kota untuk mewujudkan
kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung
dan lingkungan yang berkelanjutan.

RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana,
dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25
RTBL disusun oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota  atau  berdasarkan = kemitraan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, swasta,

dan/atau Masyarakat sesuai dengan tingkat
permasalahan pada kawasan yang bersangkutan.

Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada pola penataan bangunan dan
lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan
kembali, pembangunan baru, dan/atau Pelestarian
untuk:

a. kawasan terbangun;
b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;

c. kawasan baru yang potensial berkembang;
dan/atau

d. kawasan yang bersifat campuran.

Dalam hal kawasan yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RTBL
dapat disusun dengan pendekatan revitalisasi
kawasan.

Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan
teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.

RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan bupati/wali kota, dan untuk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan gubernur.

Dalam hal RTBL pada kawasan strategis nasional,
RTBL ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan RDTR dan/atau RTBL
yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi
dan intensitas Bangunan Gedung, fungsi Bangunan
Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang
baru, harus disesuaikan.

(2) Dalam . . .
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b. ketentuan pembebanan pada struktur Bangunan
Gedung;

c. ketentuan material struktur dan konstruksi; dan

ketentuan kelaikan fungsi struktur Bangunan
Gedung.

Struktur Bangunan Gedung harus direncanakan kuat,
stabil, dan memenuhi ketentuan pelayanan
(serviceability) dalam memikul beban selama umur
layanan yang direncanakan dengan
mempertimbangkan fungsi Bangunan Gedung, lokasi,
keawetan, dan kemudahan pelaksanaan konstruksi.

Ketentuan teknis mengenai standar sistem struktur
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. struktur atas Bangunan Gedung; dan
b. struktur bawah Bangunan Gedung.

Ketentuan pembebanan pada struktur Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memperhitungkan kemampuan struktur dalam
memikul beban yang mungkin bekerja selama umur
layanan struktur.

Selain pengaruh beban sebagaimana dimaksud pada
ayat 4), perencanaan struktur harus
memperhitungkan pengaruh korosi, jamur, dan
serangga perusak agar struktur dapat mencapai umur
layanannya.

Dalam perencanaan struktur Bangunan Gedung
terhadap pengaruh gempa, struktur Bangunan
Gedung harus diperhitungkan pengaruh gempa
rencana sesuai dengan tingkat risiko gempa dan
tingkat kinerja struktur.

Ketentuan teknis mengenai material struktur dan
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. konstruksi beton;

b. konstruksi . .
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b.  konstruksi baja;

c. konstruksi kayu;

d. konstruksi bambu; dan

e. konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus.

Untuk memenuhi ketentuan kelaikan fungsi struktur
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, perencanaan struktur harus
dilakukan dengan perhitungan mekanika teknik.

Pasal 30

Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan
sistem proteksi bahaya kebakaran.

Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi
Pengguna dan harta benda dari bahaya serta
kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.

Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan
waktu kepada Pengguna dan/atau Pengunjung untuk
menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.

Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya
pada tahap Perawatan dan pemulihan setelah terjadi
kebakaran.

Pasal 31

Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan teknis
mengenai:

a. sistem proteksi pasif;
b.  sistem proteksi aktif; dan

C. manajemen . . .
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c. manajemen kebakaran.

Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;

b. akses dan pasokan air untuk pemadam
kebakaran; dan

c. sarana penyelamatan.

Sistemm proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, risiko
kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan
terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi Pengguna
dan/atau Pengunjung dalam Bangunan Gedung.

Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem pemadam kebakaran,;

b. sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem
komunikasi;

c. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
d. pusat pengendali kebakaran.

Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas,
ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan
kondisi Pengguna dan/atau Pengunjung dalam
Bangunan Gedung.

Ketentuan teknis mengenai manajemen kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mempertimbangkan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah
lantai, dan/atau dengan jumlah Pengguna dan/atau
Pengunjung tertentu.

Penggunaan peralatan Bangunan Gedung harus
memperhatikan risiko terhadap kebakaran.

(8) Dalam . . .
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b. sistem proteksi petir internal.

Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi petir
eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. terminal udara;

b.  konduktor turun;

c. pembumian; dan

d. sistem pengawasan.

Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi petir
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan proteksi peralatan elektronik terhadap efek
dari arus petir.

Pasal 34

Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf c¢ digunakan untuk
perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan
Pemeliharaan instalasi listrik.

Setiap Bangunan Gedung yang dilengkapi dengan
instalasi listrik dan sumber daya listriknya, harus
dijamin aman dan andal.

Ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap
bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi ketentuan teknis mengenai:

a. sumber listrik;

b instalasi listrik;
c. panel listrik; dan
d

sistem pembumian.

Pasal 35 . ..
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Penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip penghematan energi
dalam Bangunan Gedung.

Pasal 37

Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya, harus dilengkapi dengan sistem
pencahayaan.

Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan agar kegiatan pada Bangunan
Gedung dapat dilaksanakan secara efektif, nyaman,
dan hemat energi.

Ketentuan sistem pencahayaan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf b meliputi ketentuan teknis mengenai:

a. sistem pencahayaan alami; dan
b. sistem pencahayaan buatan.

Ketentuan sistem = pencahayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
perencanaan, pemasangan, dan Pemeliharaan sistem
pencahayaan pada Bangunan Gedung.

Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b termasuk pencahayaan darurat.

Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (S5) harus dipasang pada Bangunan Gedung
dengan fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis,
dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup
untuk evakuasi yang aman.

Pasal 38

Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya, harus dilengkapi dengan sistem
pengelolaan air.

Sistem pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:

a. mencukupi . . .
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a. mencukupi kebutuhan dasar Pengguna agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif;

b. menjamin terselenggaranya pengelolaan air
limbah pada Bangunan Gedung sesuai standar
kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan
cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan,
infiltrasi air hujan, dan menyimpan sementara air
hujan untuk menurunkan debit banjir melalui
optimasi pemanfaatan elemen alam dan
pemanfaatan elemen buatan.

Ketentuan sistem pengelolaan air pada Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) huruf c meliputi ketentuan teknis mengenai:

a. sistem penyediaan air minum;
b. sistem pengelolaan air limbah; dan

c. sistem pengelolaan air hujan pada Bangunan
Gedung dan persilnya.

Ketentuan sistem pengelolaan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
perencanaan, pemasangan, dan Pemeliharaan sistem
pengelolaan air pada Bangunan Gedung.

Pasal 39

Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya, harus dilengkapi dengan sistem
pengelolaan sampah.

Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah
tidak mengganggu kesehatan penghuni, Masyarakat,
dan lingkungannya.

(3) Sistem . . .
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a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan,
tata ruang dalam dan luar bangunan, dan
rancangan bentuk luar bangunan;

b. pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan
Gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan

c. pencegahan terhadap gangguan silau dan
pantulan sinar.

Ketentuan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b mempertimbangkan:

a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar
bangunan, dan rancangan bentuk luar Bangunan
Gedung; dan

b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada
dan/atau yang akan ada di sekitarnya.

Pasal 45

Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan dalam Bangunan Gedung bertujuan untuk
mendukung kegiatan di dalam Bangunan Gedung
dengan nyaman tanpa gangguan getaran dan
kebisingan.

Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan dalam Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan
ruang di dalam Bangunan Gedung.

Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan dalam Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kenyamanan terhadap tingkat getaran dalam
Bangunan Gedung; dan

b. kenyamanan terhadap tingkat kebisingan dalam
Bangunan Gedung.

(4) Bangunan . . .
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Bangunan Gedung yang karena fungsi dan
aktivitasnya mengakibatkan terjadi getaran, harus
memperhatikan waktu paparan getaran terhadap
Pengguna tidak melebihi batas yang diperkenankan
sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bangunan Gedung yang karena fungsi dan
aktivitasnya mengakibatkan terjadinya kebisingan,
harus menjaga agar tingkat kebisingan yang
dihasilkan tidak menimbulkan gangguan
pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi
Pengguna dan/atau Pengunjung dalam melakukan
kegiatan.

Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan dalam Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan jenis
kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber
getar dan kebisingan lainnya baik yang berada pada
Bangunan Gedung maupun di luar Bangunan Gedung.

Pasal 46

Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan
klasifikasinya, harus memenuhi ketentuan aspek
kemudahan  Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27.

Ketentuan kemudahan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ketentuan:

a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
Bangunan Gedung; dan

b.  kelengkapan prasarana dan sarana Pemanfaatan
Bangunan Gedung.

Pasal 47 . ..






SK No 089567 A

(1)

(2)

o p

=0 a0

i

RIS o)

0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41 -

jumlah sarana;

ukuran sarana;

konstruksi sarana;

jarak antarruang atau antar bangunan;
fungsi Bangunan Gedung;

luas Bangunan Gedung; dan

jumlah Pengguna dan Pengunjung.

Pasal 49

Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi
ketentuan kemudahan hubungan vertikal antar lantai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
huruf b berupa tersedianya sarana yang memadai
untuk memudahkan hubungan vertikal antar lantai
pada Bangunan Gedung.

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

o

m o a0

tangga;

ram;

lift;

lift tangga,;

tangga berjalan atau eskalator; dan/atau

lantai berjalan (moving walk).

Pemenuhan ketentuan kemudahan hubungan vertikal
antar lantai harus memperhatikan:

a.

b.

jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana
hubungan vertikal;

fungsi dan luas Bangunan Gedung;
jumlah Pengguna dan Pengunjung; dan

keselamatan Pengguna dan Pengunjung.

Pasal 50 . ..
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Pasal 50

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan
kelengkapan prasarana dan sarana Pemanfaatan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2) huruf b berupa tersedianya prasarana
dan sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung yang
memadai.

Kelengkapan prasarana dan sarana Pemanfaatan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. ruang ibadah;
ruang ganti;

ruang laktasi;

Ao o

taman penitipan anak;
toilet;
bak cuci tangan;

pancuran,

5@ oo

urinoar,;

—

tempat sampah,

fasilitas komunikasi dan informasi;

o

ruang tunggu;

[a—

perlengkapan dan peralatan kontrol;
rambu dan marka;

titik pertemuan;

tempat parkir;

sistem parkir otomatis; dan/atau

2 v o 5 3

sistem kamera pengawas.

Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana
Pemanfaatan Bangunan Gedung umum harus
memperhatikan:

a. fungsi. ..
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Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan
Gedung dibangun di luar tapak di dalam tanah selain
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.

Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas
permukaan air harus memenuhi ketentuan:

a. RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR
dan/atau RTBL;

b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan,
dan fungsi lindung kawasan;

c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang
dapat merusak lingkungan;

d. tidak menimbulkan pencemaran;

telah mempertimbangkan keandalan Bangunan
Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung; dan

f.  mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.

Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam
prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi
ketentuan:

a. rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau
RTBL;

b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana
umum yang berada di atas, di bawahnya,
dan/atau di sekitarnya,;

c. tetap memperhatikan keserasian Bangunan
Gedung terhadap lingkungannya; dan

d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan
Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung.

Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah
yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau
sarana umum, harus memenuhi ketentuan:

a. rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau
RTBL;

b. tidak . ..
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lokasi Bangunan Gedung terletak di luar
lingkungan perumahan atau berjarak tertentu
dari jalan umum, jalan kereta api, dan Bangunan
Gedung lain di sekitarnya sesuai persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Bangunan Gedung yang didirikan harus terletak
pada jarak tertentu dari batas persil atau
Bangunan Gedung lainnya dalam persil sesuai
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan

harus dapat menjamin keamanan keselamatan
serta kesehatan Pengguna dan lingkungannya.

Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

penempatan Bangunan Gedung dan/atau bagian
Bangunan Gedung tidak mengganggu fungsi dan
kinerja prasarana dan sarana umum yang berada
di atas dan/atau di bawahnya;

penempatan Bangunan Gedung dan/atau bagian
Bangunan Gedung tetap memperhatikan
keserasian Bangunan Gedung terhadap
lingkungannya; dan/atau

lokasi penempatan Bangunan Gedung tidak
mengganggu kelancaran arus lalu lintas
kendaraan, orang, maupun barang.

Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

lokasi peletakan Bangunan Gedung yang dekat
dengan mata air harus melindungi keberadaan
mata air tersebut, titik lokasinya, kapasitas
pasokan air dan kontinuitas pasokannya, kualitas
atau baku mutu airnya, maupun biota yang hidup
di dalamnya,;

b. posisi . . .



SK No 089574 A

(9)

(1)

(2)

o

o

S

B

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48 -

b. posisi dan/atau jarak penempatan Bangunan
Gedung dan/atau bagian bangunan yang
berhubungan langsung dengan air, harus
menjamin tidak mengganggu keseimbangan
lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan/atau
menimbulkan perubahan atau arus air yang
dapat merusak lingkungan; dan/atau

c. Bangunan Gedung tidak boleh mengganggu
kegiatan transportasi air.

Ketentuan lokasi Penempatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ meliputi:

a. Bangunan Gedung bukan digunakan untuk
menyimpan atau memproduksi bahan peledak
dan bahan lain yang sifatnya mudah meledak;
dan

b. Bangunan Gedung bukan digunakan untuk
menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif,
racun, bahan mudah terbakar atau bahan lain
yang berbahaya.

Pasal 53

Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung di atas
dan/atau dalam tanah dan/atau air dan/atau
prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan:

a. penampilan Bangunan Gedung;
b. tata ruang dalam; dan

c. keseimbangan, keserasian, serta keselarasan
Bangunan Gedung dan lingkungan.

Perancangan penampilan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempertimbangkan  kaidah estetika Bangunan
Gedung, bentuk, karakteristik arsitektur Bangunan
Gedung, dan lingkungan prasarana atau sarana
umum yang berada di sekitarnya serta tidak
membahayakan Masyarakat sekitarnya.

(3) Perancangan . . .
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Paragraf 2

Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 59

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf a dilakukan oleh penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tahap perwujudan dokumen
perencanaan menjadi Bangunan Gedung yang siap
dimanfaatkan.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas tahap:

a. persiapan pekerjaan;

b. pelaksanaan pekerjaan;
c. pengujian; dan

d. penyerahan.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi.

Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi menyusun
dokumen pelaksanaan konstruksi sebagai
dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tahap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah seluruh
dokumen dalam tahap persiapan pekerjaan disetujui
oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau
manajemen konstruksi.

(7) Tahap . . .
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b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi
sampai dengan serah terima pertama (provisional
hand over) pekerjaan konstruksi; dan

c. pengawasan tahap Pemeliharaan pekerjaan
konstruksi sampai dengan serah terima akhir
(final hand over) pekerjaan konstruksi.

Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia
jasa pengawasan konstruksi atau manajemen
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:
a. pengawasan pada tahap perencanaan;
b. pengawasan persiapan konstruksi,

c. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi
sampai dengan serah terima pertama (provisional
hand over) pekerjaan konstruksi; dan

d. pengawasan tahap Pemeliharaan pekerjaan
konstruksi sampai dengan serah terima akhir
(final hand over) pekerjaan konstruksi.

Penyedia jasa  pengawasan  konstruksi atau
manajemen konstruksi membuat laporan pengawasan
konstruksi pada setiap tahapan pelaksanaan
konstruksi.

Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau
manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab
mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan
dokumen PBG.

Dalam hal Bangunan Gedung terbangun atau
pelaksanaannya menggunakan lebih dari 1 (satu)
penyedia jasa pengawasan konstruksi, maka surat
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh
Pengkaji Teknis berdasarkan hasil pernyataan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung dari setiap penyedia
jasa pengawasan konstruksi sesuai dengan lingkup
pekerjaannya.

Paragraf . . .
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c. sasaran dan program keselamatan konstruksi,
yang dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan
(work breakdown structure).

(6) Ketentuan mengenai SMKK dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

(1) Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh
Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung melalui
divisi yang bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung, serta pemeriksaan
berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di
bidangnya.

(2) Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan melalui
kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
Gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan agar
Bangunan Gedung tetap laik fungsi sebagai Bangunan
Gedung, melalui kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan rencana Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung, serta pemeriksaan
berkala;

b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi
kepada  Pengguna  dan/atau Pengunjung
Bangunan Gedung;

c. pelaksanaan  kegiatan  Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung, serta pemeriksaan
berkala;

d. pengelolaan rangkaian kegiatan Pemanfaatan,
termasuk pengawasan dan evaluasi; dan

€. penyusunan . . .
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Pasal 65

Pekerjaan Pemeliharaan meliputi jenis pembersihan,
perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau
penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung,
dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman
pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 66

Pekerjaan Perawatan meliputi perbaikan dan/atau
penggantian bagian bangunan, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana
berdasarkan dokumen rencana teknis Perawatan
Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan
dokumen pelaksanaan konstruksi.

Pekerjaan Perawatan dilakukan dengan
mempertimbangkan tingkat kerusakan Bangunan
Gedung dan bagian yang akan diubah atau diperbaiki.

Kerusakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan kondisi tidak berfungsinya
bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan
oleh:

a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
b. kelalaian manusia; atau
c. bencana alam.

Tingkat kerusakan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan:

a. ringan;
b. sedang; dan
c. Dberat.

Pekerjaan Perawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. rehabilitasi;
b. renovasi; dan

c. restorasi . . .
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C. restorasi.

Pekerjaan Perawatan pada Bangunan Gedung
bersejarah atau BGCB harus dikonsultasikan dengan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 67

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (5) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki
Bangunan Gedung yang telah rusak sebagian tanpa
mengubah fungsi Bangunan Gedung.

Dalam kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), komponen arsitektur maupun struktur
Bangunan Gedung tetap dipertahankan seperti
semula, sedangkan komponen utilitas dapat berubah.

Pasal 68

Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(5) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki
bangunan yang telah rusak berat dengan mengubah
atau tanpa mengubah fungsi Bangunan Gedung, baik
arsitektur, struktur, maupun utilitas bangunannya.

Dalam kegiatan renovasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), komponen arsitektur, komponen struktur,
komponen mekanikal, komponen elektrikal, dan
komponen pemipaan Bangunan Gedung tetap
dipertahankan seperti semula.

Pasal 69

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5)
huruf ¢ dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah
rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk
fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap
mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan
struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Pemeriksaan Berkala

Pasal 70

Pemeriksaan berkala dilaksanakan secara teratur dan
berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu,
untuk menjamin semua komponen Bangunan Gedung
dalam kondisi laik fungsi.

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada tahap Pemanfaatan Bangunan
Gedung untuk proses perpanjangan SLF.

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara rinci dan sistematik pada
seluruh komponen Bangunan Gedung.

Lingkup pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. tata cara pemeriksaan berkala Bangunan
Gedung;

b. daftar simak dan evaluasi hasil pemeriksaan
berkala; dan

c.  jenis kerusakan komponen Bangunan Gedung.

Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a arsitektural Bangunan Gedung;
b.  struktural Bangunan Gedung;

c. mekanikal Bangunan Gedung;

d. elektrikal Bangunan Gedung; dan
€. tata ruang luar Bangunan Gedung.

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola
Bangunan Gedung.

(7) Pemilik . . .
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c. peninjauan nonstruktur Bangunan Gedung

Pemenuhan terhadap ketentuan peninjauan
Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan
pelaksanaan Pembongkaran yang mempertimbangkan
keamanan, keselamatan Masyarakat, dan
lingkungannya.

Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh  penyedia jasa  perencanaan
Pembongkaran dalam rangka penyusunan RTB.

Pasal 73

Peninjauan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
b material konstruksi;

c. limbah Pemanfaatan Bangunan Gedung;
d

area berbahaya;

®

bagian yang beririsan dengan lingkungan
bangunan,

f kondisi lingkungan;

g.  kondisi prasarana atau sarana bangunan;

h keamanan; dan

1. rencana area penimbunan limbah sementara.

Peninjauan Bangunan Gedung terhadap limbah
Pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan jenis
limbah yang ada di Bangunan Gedung dan di sekitar
bangunan beserta lokasinya.

(3) Peninjauan . . .
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Peninjauan Bangunan Gedung terhadap area
berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan untuk menentukan tapak tidak
aman atau Ilubang yang tertutup sehingga
mempengaruhi rencana Pembongkaran.

Peninjauan Bangunan Gedung terhadap bagian yang
beririsan dengan lingkungan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk
menentukan letak komponen atau elemen yang
beririsan dengan bangunan lain atau prasarana atau
sarana termasuk utilitas bangunan yang terhubung
dengan jaringan publik.

Peninjauan Bangunan Gedung terhadap kondisi
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf { dilakukan untuk identifikasi lingkungan
sekitar Bangunan Gedung terhadap potensi polusi air,
suara atau kebisingan, udara atau debu, pandangan,
dan gangguan aktivitas.

Peninjauan Bangunan Gedung terhadap kondisi
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h dilakukan untuk menentukan rekayasa lalu
lintas, ketertiban lingkungan, dan Masyarakat sekitar
dalam penetapan waktu pelaksanaan Pembongkaran.

Peninjauan Bangunan Gedung terhadap rencana area
penimbunan limbah sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i melihat potensi lokasi
dalam hal terdapat limbah yang perlu diamankan pada
saat Pembongkaran.

Pasal 74

Peninjauan struktur Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap:

a. material struktur bangunan;

b sistem struktur bangunan;

c. tingkat kerusakan elemen struktur atas;

d tingkat kerusakan elemen struktur bawah; dan

e. elemen . ..
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a. pemilahan dan pemisahan limbah pada lahan
Pembongkaran sebelum dibuang ke tempat
pembuangan akhir; dan

b. Pemilahan, pemisahan, pembuangan, dan
pengendalian limbah harus direncanakan dan
dituangkan dalam RTB.

(4) Penampungan limbah tidak dapat dilakukan dalam
Bangunan Gedung dan harus disediakan tempat di
dalam persil Bangunan Gedung.

(5) Sistem pembuangan dan pengendalian limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri
atas:

a. metode penanganan limbah;

b. rute pergerakan limbah pada setiap lantai hingga
meninggalkan lapangan;

c. transportasi pembuangan; dan
d. waktu dan frekuensi pembuangan.

(6) Pembuangan dan pengendalian limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Upaya peningkatan kualitas tapak pasca
Pembongkaran (brown field) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. tapak lapangan yang rata dan tidak ada limbah di
dalamnya serta drainase yang memadai;

b. akses Masyarakat umum ke dalam tapak harus
ditutup bila tapak tidak segera dibangun;

c. bagian tapak yang memiliki perbedaan elevasi dan
menyebabkan potensi longsor, harus diberi
bangunan pengaman; dan

d. permukaan tapak harus diberi penutup dalam hal
tapak berada di daerah lereng atau memiliki
kemiringan tinggi.

Pasal 79 . ..

SK No 039599 A



g“".
g 4»:}
Tae

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Pasal 79

Pekerjaan Pembongkaran dinyatakan selesai setelah
penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran:

a. menyelesaikan pekerjaan Pembongkaran;
b.  mengelola limbah pasca Pembongkaran;

c. menyelesaikan upaya peningkatan kualitas tapak
pasca Pembongkaran (brown field).

Bagian Keenam

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

Standar BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf e terdiri atas:

a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
b. pemberian kompensasi; dan

c. insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pasal 81
Standar teknis BGCB yang dilestarikan meliputi:
a. ketentuan tata bangunan;
b. ketentuan Pelestarian; dan
c. ketentuan keandalan BGCB.

Pasal 82 . ..
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Pasal 82

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 huruf a terdiri atas:

a.  peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
b.  arsitektur Bangunan Gedung; dan
c.  pengendalian dampak lingkungan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diberlakukan dalam hal BGCB
yang dilestarikan mengalami penambahan Bangunan
Gedung baru.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan b yang ditetapkan setelah
adanya BGCB yang dilestarikan, harus
mempertimbangkan BGCB yang sudah ada (existing).

Pasal 83

Ketentuan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 huruf b meliputi:

a. keberadaan BGCB; dan
b. nilai penting BGCB.

Ketentuan keberadaan BGCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus dapat menjamin
keberadaan BGCB sebagai sumber daya budaya yang
bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membaru.

Ketentuan nilai penting BGCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus dapat menjamin
terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi
langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi
penguatan kepribadian bangsa.

(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi
aspek:

a. arsitektur;

b.  struktur;

c. utilitas;

d. aksesibilitas; dan

e.  keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

Ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan tentang cagar
budaya.

Pasal 84

Standar teknis keandalan BGCB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 huruf c terdiri atas:

a. keselamatan;

b. kesehatan;

c. kenyamanan; dan
d. kemudahan.

Standar teknis keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. komponen struktur harus dapat menjamin
pemenuhan kemampuan Bangunan Gedung
untuk mendukung beban muatan, mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir,
dan bencana alam;

b.  penggunaan material asli yang mudah terbakar
harus mendapat perlakuan tertentu (fire-retardant
treatment); dan

C. penggunaan material baru harus tidak mudah
terbakar (non-combustible material).

(3) Standar . . .
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pembatasan pembebanan;

pembatasan pemanfaatan,;

pemberian penanda (signage);
Pemanfaatan yang sudah ada (existing);

monitoring dan evaluasi secara berkala;

m 0 a0 o op

telah diupayakan semaksimal mungkin untuk
mengikuti Standar Teknis;

g. telah dilakukan pengkajian teknis terhadap
Bangunan Gedung yang diusulkan; dan

h. telah memperoleh rekomendasi TPA.

Pasal 85

Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf a
meliputi kegiatan:

persiapan,;

perencanaan teknis;

a

b

c. pelaksanaan;
d pemanfaatan; dan
e

Pembongkaran.

Ketentuan penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan
mengikuti  ketentuan  proses  Penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Selain ketentuan proses Penyelenggaraan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap
tahap penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti
kaidah:

a. sedikit mungkin melakukan perubahan;

b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian;
dan

c. tindakan pelestarian dilakukan dengan penuh
kehati-hatian dan bertanggung jawab.

(4) Penyelenggaraan . . .
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b. Dbatasan penanganan fisik kegiatan teknis
pelestarian.

Hasil kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan gambar dan
foto Bangunan Gedung terbaru.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berisi:

a. gambar terukur,
b. foto dan/atau sketsa bangunan; dan
c. narasi sejarah bangunan;

Usulan  penanganan  pelestarian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa rekomendasi
tindakan Pelestarian yang disusun berdasarkan hasil
kajian identifikasi BGCB.

Pasal 87

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Pemilik, Pengguna, dan/atau
Pengelola BGCB yang dilestarikan dengan menggunakan
penyedia jasa bidang arsitektur yang kompeten dalam
pelestarian.

(1)

(2)

Pasal 88

Rekomendasi tindakan Pelestarian BGCB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) berupa:

a. pelindungan;
b. pengembangan; dan/atau
c. pemanfaatan.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. Pemeliharaan; dan
b. pemugaran.

(3) Pengembangan . . .
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Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. revitalisasi; dan

b. adaptasi.

Pasal 89

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya
mempertahankan dan menjaga serta merawat agar
kondisi BGCB tetap lestari.

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a. rekonstruksi;

b.  konsolidasi;

c. rehabilitasi; dan
d. restorasi.

Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan
prinsip keselamatan  dan kesehatan kerja,
perlindungan dan Pelestarian yang mencakup keaslian
bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan, sistem
struktur, penggunaan bahan bangunan, nilai sejarah,
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai
arsitektur, dan teknologi.

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan melalui upaya untuk membangun
kembali keseluruhan atau sebagian BGCB yang hilang
dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi
seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.

Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan melalui upaya penguatan bagian
BGCB yang rusak tanpa membongkar seluruh
bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

(6) Rehabilitasi . . .
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Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi
suatu BGCB agar dapat dimanfaatkan secara efisien
untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau
perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai
kesejarahan, arsitektur, dan budaya.

Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d dilakukan melalui upaya untuk mengembalikan
kondisi BGCB secara akurat sesuai keasliannya
dengan cara menghilangkan elemen atau komponen
dan material tambahan, dan/atau mengganti elemen
atau komponen yang hilang agar menjadi seperti
wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.

Pasal 90

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan
kembali nilai-nilai penting BGCB dengan penyesuaian
fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan
prinsip pelestarian dan nilai budaya Masyarakat.

Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(3) huruf b dilakukan melalui upaya pengembangan
BGCB untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masa kini dengan cara melakukan
perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan
penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian
yang mempunyai nilai penting.

Pasal 91

Perencanaan teknis BGCB yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf
b dilakukan dengan mengacu Standar Teknis
perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Perencanaan teknis BGCB yang dilestarikan dilakukan
meialui tahapan:

a. penyilapan dokumen rencana teknis pelindungan
BGCB; dan

b. penyiapan . . .
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g. rencana kerja dan syarat-syarat.

Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan BGCB
telah ditetapkan fungsinya sejak awal, penyusunan
kedua dokumen rencana teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara
bersamaan.

Dalam hal BGCB yang dilestarikan dimiliki oleh
Masyarakat hukum adat, perencanaan teknis BGCB
yang dilestarikan dikonsultasikan kepada TPA cagar
budaya dan Masyarakat hukum adat untuk
mendapatkan pertimbangan.

Pasal 92

Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ meliputi
pekerjaan:

a. arsitektur;

b. struktur;

c. utilitas;

d. lanskap;

e. tata ruang dalam atau interior; dan/atau
f. pekerjaan khusus lainnya.

Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan dilakukan sesuai
dengan dokumen rencana teknis pelindungan
dan/atau rencana teknis pengembangan dan
pemanfaatan yang telah disahkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri
untuk BGCB dengan fungsi khusus, berdasarkan
pertimbangan TPA cagar budaya.

(3) Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan yang akan
mengubah bentuk dan karakter fisik Bangunan
Gedung harus dilakukan setelah mendapat PBG
khusus cagar budaya atau perubahan PBG khusus
cagar budaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri
untuk BGCB dengan fungsi khusus.

Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan yang bersifat
Pemeliharaan dan tidak mengubah fungsi, bentuk,
material, konstruksi karakter fisik, atau melakukan
penambahan BGCB harus mendapatkan
pertimbangan TPA cagar budaya tanpa memerlukan
PBG.

Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, Pemerintah
Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, atau Menteri untuk bangunan cagar budaya
dengan fungsi khusus.

Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola wajib
memasang tanda tertentu yang resmi dalam rangka
pelaksanaan BGCB yang dilestarikan yang tidak harus
dilengkapi PBG.

Pelaksanaan BGCB yang dilestarikan harus dilakukan
dengan tidak mengganggu Bangunan Gedung dan
lingkungan sekitar.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana yang
kompeten dan ahli di bidang Bangunan Gedung.

Penyedia jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) harus menyediakan Tenaga Ahli pelestarian
BGCB.

Pasal 93 . . .
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Pasal 95

Pemanfaatan Bangunan Gedung yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemilik dan/atau
Pengguna sesuai dengan kaidah Pelestarian dan
klasifikasi Bangunan Gedung yang dilindungi dan
dilestarikan serta sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Bangunan Gedung dan/atau
lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar
budaya akan dialihkan haknya kepada pihak lain,
pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

BGCB yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh
Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola setelah
bangunan dinyatakan laik fungsi.

BGCB yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan
dikelola dengan tetap memperhatikan Standar Teknis
Bangunan Gedung dan persyaratan pelestarian.

Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola dalam
memanfaatkan BGCB yang dilestarikan harus
melakukan Pemeliharaan, Perawatan, dan
pemeriksaan berkala.

Khusus untuk pelaksanaan Perawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dibuat rencana teknis
pelestarian Bangunan Gedung yang disusun dengan
mempertimbangkan  prinsip  perlindungan  dan
Pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata
letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan,
dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan
tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan
klasifikasinya.

Pasal 97 . . .
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Pasal 97

Pembongkaran BGCB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila
terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak
dapat diperbaiki lagi serta membahayakan Pengguna,
Masyarakat, dan lingkungan.

Pembongkaran BGCB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada BGCB yang telah dihapus
penetapan statusnya sebagai BGCB.

Penghapusan status sebagai BGCB dilakukan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang cagar budaya.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi untuk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk
BGCB dengan fungsi khusus sesuai rencana teknis
Pembongkaran yang telah mendapat pertimbangan
dari TPA.

Pembongkaran BGCB harus dilaksanakan oleh
penyedia jasa pelaksana yang kompeten di bidang
Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis
Pembongkaran BGCB.

Paragraf 3

Kompensasi, Insentif, dan Disinsentif

(1)

(2)

Pasal 98

Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB
yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 huruf b dan c diselenggarakan untuk tujuan
mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna,
dan Pengelola BGCB yang dilestarikan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan atau pengelola
BGCB yang melaksanakan pelindungan dan/atau
pengembangan BGCB yang dilestarikan.

(3) Insentif . . .
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pemberian penghargaan berbentuk sertifikat,
plakat, tanda penghargaan;

promosi; dan/atau

publikasi.

Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat berupa:

a.

dukungan penyediaan sarana dan prasarana
termasuk peningkatan kualitas fisik lingkungan;
dan/atau

dukungan teknis dan/atau kepakaran terdiri
atas:

1. bantuan advis teknis;

2. bantuan Tenaga Ahli; dan

3. bantuan penyedia jasa yang kompeten
di bidang BGCB.

Bantuan lain bersifat nondana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, dapat berupa:

a.

keringanan pajak bumi dan bangunan yang dapat
diberikan kepada Pemilik dan/atau pengelola
BGCB, setelah dilakukan tindakan Pelestarian,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

keringanan retribusi PBG;
tambahan KLB; dan/atau
tambahan KDB.

Pasal 101

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4)
pada BGCB yang dilestarikan dapat berupa pembatasan
kegiatan pemanfaatan BGCB.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai BGCB diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus
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(1)

(3)

Paragraf 1

Umum

Pasal 103

Selain harus memenuhi ketentuan  standar
perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, BGFK
juga harus memenuhi standar perencanaan dan
perancangan teknis khusus serta standar keamanan
(security) fungsi khusus terkait Bangunan Gedung
yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait.

Standar perencanaan dan perancangan teknis khusus
yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ketentuan pemilihan lokasi yang
mempertimbangkan potensi rawan bencana alam
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, RDTR,
atau RTBL;

b. ketentuan lokasi dengan mempertimbangkan
radius batas keselamatan hunian Masyarakat,
Pemeliharaan kelestarian  lingkungan, dan
penetapan radius batas pengamanan;

c. ketentuan penyelenggaraan BGFK; dan

spesifikasi teknis BGFK yang ditetapkan oleh
intansi atau lembaga terkait yang berwenang.

Standar keamanan (security) fungsi khusus terkait
Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh instansi atau
lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi standar keamanan pada setiap tahap
penyelenggaraan BGFK.

(4) Standar . . .
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Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), penyelenggaraan BGFK meliputi penerbitan
PBG, inspeksi masa konstruksi, penerbitan SLF,
penerbitan SBKBG, dan penerbitan RTB menjadi
kewenangan dan tugas Menteri.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Menteri dapat mendelegasikan kewenangan
sebagian penyelenggaraan BGFK kepada gubernur.

Pendelegasian = kewenangan  kepada (G, bernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

(1)

(2)

(3)

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

Standar Teknis penyelenggaraan BGH dikenakan pada
Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang
sudah ada.

Pengenaan Standar Teknis BGH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:

a. wajib (mandatory); atau
b. disarankan (recommended).

Bangunan Gedung dengan kategori wajib (mandatory)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima) di
atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit
50.000 m? (lima puluh ribu meter persegi);

b. Bangunan . . .
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c. penerapan manajemen pengelolaan limbah
konstruksi;

d. penerapan konservasi air pada pelaksanaan
konstruksi; dan

e. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan
konstruksi.

Praktik perilaku hijau sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penerapan SMKK; dan
b. penerapan perilaku ramah lingkungan.

Rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c yang meliputi:

a. penggunaan material konstruksi;
b. pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor; dan

c. konservasi energi.

Paragraf 5

Tahap Pemanfaatan

Pasal 115

Ketentuan tahap pemanfaatan BGH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf d berupa
penerapan manajemen pemanfaatan meliputi:

a. penyusunan SOP pemanfaatan BGH;
b. pelaksanaan SOP pemanfaatan BGH; dan

c. Pemeliharaan kinerja @BGH pada masa
pemanfaatan.

(2) Dalam . . .
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Pasal 127

Pendanaan Penyelenggaraan BGN harus dituangkan
dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau
dokumen pelaksanaan anggaran.

Pendanaan Penyelenggaraan BGN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. komponen biaya pembangunan BGN;
b. biaya standar dan biaya nonstandar;
c. standar harga satuan tertinggi;
d

biaya pekerjaan lain yang menyertai atau
melengkapi pembangunan; dan

e. biaya pembangunan dalam rangka Perawatan.

Daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi fisik;

¢c. manajemen konstruksi atau pengawasan
konstruksi; dan

d. pengelolaan kegiatan.

Paragraf 2

Ketentuan Klasifikasi, Standar Luas, dan Standar Jumlah Lantai Bangunan

SK No 087172 A

(1)

(2)

Gedung Negara

Pasal 128

Dalam pembangunan BGN harus memenuhi
klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai.

BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan menjadi:

a. Bangunan Gedung kantor;
b. rumah negara; dan
c. BGN. ..
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¢c. BGN lainnya.

BGN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c terdiri atas:

a. Bangunan Gedung pendidikan;

Bangunan Gedung pendidikan dan pelatihan;
Bangunan Gedung pelayanan kesehatan;
Bangunan Gedung parkir;

Bangunan Gedung perdagangan; dan

me a0 o

Bangunan Gedung peribadatan.

Pasal 129

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (1) meliputi:

a. sederhana;
b. tidak sederhana; dan
c. khusus.

BGN dengan Klasifikasi sederhana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan
Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana
meliputi:

a. Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya
dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua)
lantai;

b. Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya
dengan luas sampai dengan 500 m? (lima ratus
meter persegi); dan

c. rumah negara meliputi rumah negara tipe c, tipe
d, dan tipe e.

BGN dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan
Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak
sederhana meliputi:

a. Bangunan . . .
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Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya
dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya
dengan luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter
persegi); dan

rumah negara meliputi rumah negara tipe a dan
tipe b.

BGN dengan Klasifikasi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

a.

d.
BGN

BGN yang memiliki standar khusus, serta dalam
perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian atau teknologi khusus;

BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi
untuk kepentingan nasional;

BGN yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan Masyarakat di sekitarnya; dan

BGN yang mempunyai risiko bahaya tinggi.

dengan Kklasifikasi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a.
b.

e o

5ot o

istana negara;

rumah jabatan mantan Presiden dan/atau
mantan Wakil Presiden;

rumah jabatan menteri;

wisma negara;

gedung instalasi nuklir;

gedung yang menggunakan radio aktif;
gedung instalasi pertahanan;

bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan penggunaan dan standar khusus;

gedung terminal udara, laut, dan darat;
stasiun kereta api;

k. stadion . . .



SK No 089742 A

(6)

(1)

(2)

(3)

a@ﬁ?

RO

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-118 -

)

stadion atau gedung olah raga;

[

rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi
(maximum security);

pusat data;
gudang benda berbahaya;
gedung bersifat monumental;

gedung cagar budaya; dan

2 B o B 3

gedung perwakilan negara Republik Indonesia.

BGN klasifikasi khusus selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 130

Standar luas Bangunan Gedung kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a sebesar
rata-rata 10 m? (sepuluh meter persegi) per personel.

Jumlah personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan struktur organisasi yang telah
mendapat persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

Standar luas ruang Bangunan Gedung kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ruang utama terdiri atas:

1. ruang Menteri atau pimpinan lembaga atau
gubernur atau yang setingkat, seluas 247 m?2
(dua ratus empat puluh tujuh meter persegi)
terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang
rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang
sekretaris, ruang staf untuk 8 (delapan)
orang, ruang simpan, dan ruang toilet;

2. ruang. ..
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ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon
IIb atau yang setingkat, seluas 62,4 m2 (enam
puluh dua koma empat meter persegi) terdiri
atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat,
ruang tunggu, ruang istirahat, ruang
sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang,
ruang simpan, dan ruang toilet;

ruang administrator setara eselon Illa atau
yang setingkat, seluas 24 m?2 (dua puluh
empat meter persegi) terdiri atas ruang kerja,
ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang
simpan;

ruang administrator setara eselon IIIb atau
yang setingkat, seluas 21 m?2 (dua puluh satu
meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang
tamu, dan ruang simpan; dan

ruang pengawas setara eselon IV atau yang
setingkat, seluas 18,8 m?2 (delapan belas
koma delapan meter persegi) terdiri atas
ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat)
orang, dan ruang simpan.

b. Ruang penunjang terdiri atas:

1.

SK No 089744 A

ruang rapat utama kementerian dengan luas
140 m? (seratus empat puluh meter persegi)
untuk kapasitas 100 (seratus) orang;

ruang rapat utama pimpinan tinggi utama
atau pimpinan tinggi madya setara eselon I
atau yang setingkat dengan luas 90 m?2
(sembilan puluh meter persegi) untuk
kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang;

ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama
setara eselon II atau yang setingkat dengan
luas 40 m? (empat puluh meter persegi)
untuk kapasitas 30 (tiga puluh) orang;

ruang studio dengan luas 4 m2 (empat meter
persegi) per orang untuk pemakai 10%
(sepuluh persen) dari staf;

S.ruang. ..
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b. tipe a terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang
duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2
(dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, 2 (dua)
ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar
mandi pembantu,;

c. tipe b terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang
duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua)
kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur
pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi
pembantu;

d. tipe c terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 3
(tiga) ruang tidur, kamar mandi, dapur, gudang,
dan ruang cuci;

e. tipe d yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan,
2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan
ruang cuci; dan

f. tipe e yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan,
2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan
ruang cuci.

Ruang cuci dan kamar mandi pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf
f tidak dihitung dalam standar luas rumah negara.

Pasal 132

Standar luas BGN lainnya untuk Bangunan Gedung
pendidikan, Bangunan Gedung pendidikan dan
pelatihan, Bangunan Gedung pelayanan kesehatan,
Bangunan Gedung parkir, Bangunan Gedung
perdagangan, dan Bangunan Gedung peribadatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3)
ditetapkan oleh menteri sesuai urusan pemerintahan.

Standar luas BGN lainnya selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengguna
anggaran.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 133 . ..
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Pasal 133

Standar jumlah lantai BGN ditetapkan paling banyak
8 (delapan) lantai.

Jumlah lantai BGN sebagaimana dimaksud ayat (1)
dihitung dari ruang yang dibangun di atas permukaan
tanah terendah.

Dalam hal BGN yang dibangun lebih dari 8 (delapan)
lantai, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Menteri.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan;

b.  peraturan daerah setempat terkait ketinggian
bangunan atau jumlah lantai; dan

c.  koefisien perbandingan antara nilai harga tanah
dengan nilai harga Bangunan Gedung.

Dalam hal BGN dibangun dengan basemen, jumlah
lapis paling banyak 3 (tiga).

Paragraf 3

Standar Teknis Bangunan Gedung Negara pada Kegiatan Persiapan

SK No 089748 A

Pasal 134

Rencana kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a harus mendapatkan
persetujuan dari:

a.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan untuk pembangunan BGN yang
pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau perolehan lainnya yang
sah yang akan menjadi barang milik negara;

b. menteri . . .



